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IMPLEMENTASI PERAN SATPOL PP KABUPATEN SLEMAN DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
A. PROFIL DAERAH PENELITIAN
1. Profil Kabupaten Sleman Pada Tahun 2018

Kabupaten Sleman adalah sebuah kabupaten yang berada di wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Secara Geografis
Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33’ 00” dan 110° 13’ 00" Bujur Timur,
7° 34" 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman bagian
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah,
sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah,
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DY) dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah
selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D1Y).%3

Menurut topografi Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian
selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan
Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring
dan dibagian utara sekitar Lereng Gunung Merapi relatif terjal serta terdapat

sekitar 100 sumber mata air yang masih mengalir. Hampir setengah dari luas

4 http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah.
Diakses pada Tanggal 4 Desember 2018.
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wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di
bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat
dan kemiringan lahan (lereng), yaitu sebagai berikut:**
a. Ketinggian
Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd
>1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi
menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 — 499 m, 500 —
999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari
permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah
terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan,
Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 — 499 m dari permukaan
laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17
Kecamatan. Ketinggian > 500 — 999 m dari permukaan laut
meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi
Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian >
1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas
wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.
b. Kemiringan
Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak
horizontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa
peta yang berupa data kemiringan lahan digolongkan menjadi 4

(empat) kelas yaitu lereng 0 — 2 %; > 2 — 15 %; > 15 —

4 http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/topografi. Diakses
pada Tanggal 4 Desember 2018.
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40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 — 2 % terdapat di 15 (lima belas)
Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh
wilayah lereng, > 2 — 15 % terdapat di 13 (tiga belas) Kecamatan
dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah.
Kemiringan lahan > 15 — 40 % terdapat di 12 (dua belas)
Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 % , lereng >
40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah,
Prambanan, Turi, Pakem, dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha
atau 2,81 %.

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, maka wilayah

Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu:*°

a. Kawasan wilayah Lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang
menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan
(ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini
merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada
kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;

b. Kawasan wilayah bagian Timur yang meliputi Kecamatan
Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah.
Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang
merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta

sumber bahan batu putih;

“Shttp://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-
wilayah. Diakses pada Tanggal 4 Desember 2018.
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c. Kawasan wilayah bagian Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota
Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik,
Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat
pendidikan, perdagangan dan jasa.

d. Kawasan wilayah bagian Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir,
Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah
yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri
kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, maka kondisi wilayah Kabupaten
Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang
menghubungkan Kabupaten Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya,
Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok,
Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping
juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-
wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari segi
pertanian yang menjadi industri, segi perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sleman yang
merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Maka berdasarkan pada letak kota dan
mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:*°

a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu).

Karena perkembangan di kota Yogyakarta, maka kota-kota yang

berbatasan dengan wilayah kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok,

6 1bid.
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Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan
Mlati yang merupakan dari wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta.

b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota
Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari Kota
Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan atau arah kegiatan
masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadikan pusat
pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone).
Kecamatan Tempel, Pakem, dan Prambanan merupakan kota pusat
pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan
batas perkembangan kota ditinjau dari Kota Yogyakarta.

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau
sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3.185,80 Kmz2,
dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km. Secara
administratif wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86
Desa, dan 1.212 Dusun. Wilayahnya berbatasan dengan semua kabupaten yang
ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tabel dibawah ini yang menjelaskan mengenai luas wilayah di
Kabupaten Sleman meliputi dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Sleman pada tahun 2018 antara lain yaitu sebagai berikut:
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Tabel | : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2018.

No. Kecamatan Luas Wilayah
(Ha)

1 Moyudan 2.762
2 Godean 2.684
3 Minggir 2.727
4 Gamping 2.925
5 Sayegan 2.663
6 Sleman 3.132
7 Ngaglik 3.852
8 Mlati 2.852
9 Tempel 3.249
10 Turi 4.309
11 Prambanan 4.135
12 Kalasan 3.584
13 Berbah 2.299
14 Ngemplak 3.571
15 Pakem 4.384
16 Depok 3.555
17 Cangkringan 4.799
Jumlah 57.482
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2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Pada
Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Satuan Polisi
Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang dipimpin oleh
Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah”. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:
“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran”. Sedangkan Pasal 2 Ayat (3) yang
berbunyi: “Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:” a) Penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b) Perumusan
kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,
dan sub urusan kebakaran; c) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian
urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan
sub urusan kebakaran; d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
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masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan
kebakaran; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*’

Dengan ketentuan yang berada diatas tersebut, maka Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman adalah Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan unsur pelaksana segala
urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub
urusan kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Sleman mempunyai Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut:*®

a. Visi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman
adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera,
mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem E-Government
menuju Smart Regency (Kabupaten Pintar) pada tahun 2021.”

b. Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman
adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat;

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat;

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,
aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan
penanggulangan kemiskinan;

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan
prasarana pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya
alam, penataan ruang dan lingkungan hidup;

47 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

4 https://satpolpp.slemankab.go.id/?page_id=731.  Diakses pada Tanggal 4
Desember 2018.
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5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan
gender yang proporsional (seimbang);

6. Meningkatkan aplikasi dan integrasi sistem E-Government
melalui tahapan berkelanjutan.

Mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Sleman diatur di dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:
“Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:*°

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan;
3. Sub bagian perencanaan dan evaluasi.
c. Bidang ketenteraman dan ketertiban terdiri dari:
1. Seksi operasional ketenteraman dan ketertiban;
2. Seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban.
d. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan terdiri dari:
1. Seksi pembinaan dan pengawasan;
2. Seksi penegakan.
e. Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari:

1. Seksi operasional satuan perlindungan masyarakat;

2. Seksi pengembangan potensi perlindungan masyarakat.

“Speraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
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f. Bidang pemadam kebakaran terdiri dari:

1. Seksi pencegahan kebakaran;

2. Seksi operasional dan investigasi kebakaran.
g. Unit pelaksanaan teknis;
h. Kelompok jabatan fungsional.

B. SEKILAS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
Berkembangnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman dalam

bidang teknologi komunikasi dan informasi, maka seseorang atau badan hukum

penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi guna untuk memancarkan dan
memperluas sinyal atau jaringan selulernya dengan menggunakan sarana dan
prasarana dari menara telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Sleman
yang dimana semakin maraknya jumlah kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak seseorang atau badan  hukum
penyelenggara  pembangunan  menara  telekomunikasi  tersebut dengan
memanfaatkan keadaan lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman yang semakin
hari semakin banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri, sehingga
membuat oknum-oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi tertentu untuk melakukan pembangunan menara
telekomunikasi tanpa melalui prosedur perizinan yang berlaku dan tidak sesuai pada
titik lokasi atau zona menara telekomunikasi yang telah ditentukan oleh

Pemerintah Kabupaten Sleman serta jelas melanggar ketentuan yang telah
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diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku. Pembangunan
menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku tersebut, maka akan
menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi lingkungan sekitar dan dapat
mengganggu kepentingan umum lainnya serta dapat membahayakan masyarakat
sekitar.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman
tersebut, maka sangat diperlukan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur lebih
lanjut dalam hal pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. Bentuk dari
pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan dari Pemerintah Kabupaten
Sleman terhadap seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi adalah dengan cara memberikan rekomendasi pembangunan menara
telekomunikasi dan selektif dalam memberikan izin pembangunan menara
telekomunikasi terlebih dahulu sebelum akan melakukan kegiatan pembangunan
menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman.

Surat rekomendasi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
Kabupaten Sleman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan
Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, sedangkan dalam memberikan
perizinan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT)

Kabupaten Sleman. Izin pembangunan menara telekomunikasi diberikan
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berdasarkan pada kesesuaian naskah menara telekomunikasi, kesesuaian dengan
titik lokasi atau zona menara telekomunikasi, kesesuaian dengan mendapatkan
persetujuan dari warga sekitar, dan kesesuaian dalam hal Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Surat Laik Fungsional (SLF), dan Surat Laik Operasional (SLO) yang
dalam hal ini mengenai persyaratan yang wajib dilakukan oleh pihak seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi sebelum akan
melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Sleman.

Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendetail dan kongkrit
sesuai dengan permasalahan yang berkembang pada saat ini terkait dengan
penyelengaraan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Sleman, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat atau membentuk
sebuah Peraturan Daerah mengenai pembangunan menara telekomunikasi. Oleh
karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman bersama
dengan Bupati Kabupaten Sleman membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi yang ditetapkan dan diundangkan di Kabupaten Sleman pada
tanggal 10 Juli 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi ini berisi sebanyak 47 (empat puluh tujuh)
pasal yang di dalamnya mengatur mengenai pengendalian menara telekomunikasi.
Adapun beberapa penjelasan mengenai ketentuan umum tentang menara

telekomunikasi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
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Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 1 Ayat

(6), (7), (8), (9), (10), (16), dan (20) yang berbunyi:>°

a.

Pasal 1 Ayat (6): “Telekomunikasi setiap pemancaran, pengiriman,
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik,
radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”

Pasal 1 Ayat (7): “Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana
penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain
atau  bentuk  konstruksinya  disesuaikan dengan  keperluan
penyelenggaraan telekomunikasi.”

Pasal 1 Ayat (8): “Menara Mandiri adalah menara yang memiliki pola
batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang
berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.”

Pasal 1 Ayat (9): “Menara Teregang adalah menara yang berdiri
dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan
disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari
menara telekomunikasi mandiri.”

Pasal 1 Ayat (10): “Menara Tunggal adalah menara yang bangunannya
berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat
satu sama lain.”

Pasal 1 Ayat (16): “Microcell adalah perangkat telekomunikasi yang
berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari
suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat
optik (fiber optic) dari suatu pusat data.”

Pasal 1 Ayat (20): “Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi
yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana
menara tersebut berada.”

Dilihat dari jenisnya maka menara telekomunikasi dibedakan menjadi

beberapa macam. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis menara yang ada pada

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Menara Telekomunikasi Pasal 3 yang berbunyi: “Jenis menara dibedakan

berdasarkan;”*°?

1.

Tempat pendirian menara:
a. Menara yang dibangun di atas tanah;

% Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Menara Telekomunikasi.
51 1bid.
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b. Menara yang dibangun di atas bangunan.
2. Pemanfaatan menara:

a. Menara bersama;

b. Menara individual.
3. Struktur bangunan menara:

a. Menara mandiri;

b. Menara teregang;

c. Menara tunggal.

Adapun beberapa cara untuk melakukan pengendalian menara
telekomunikasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
telekomunikasi Pasal 5 yang berbunyi: “Pengendalian menara dilakukan melalui:”?
Penetapan zona menara;

Pengaturan pendirian menara;
Penggunaan menara bersama;

Penggunaan microcell;
IMB, SLF, dan SLO.

P00 o

Penetapan Kriteria titik lokasi atau zona menara telekomunikasi merupakan
salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan
menara telekomunikasi. Kriteria titik lokasi atau zona menara telekomunikasi
menjadi dasar untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Laik
Fungsional (SLF), dan Surat Laik Operasional (SLO) dalam hal sarana dan
prasarana infrastruktur pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi Pasal 6 dan Pasal 7 yang berbunyi: “Penetapan zona

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:®3

52 1bid.
53 1bid.

75



a. Zona menara;
b. Zona bebas menara.

Sedangkan Pasal 7 yang berbunyi: “Zona sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan kriteria:”>*

a. Potensi ruang wilayah daerah yang tersedia berdasarkan rencana
tata ruang;

b. Letak strategis wilayah;

C. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;

d. Kepadatan penduduk;

e. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa;

f. Kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Peraturan mengenai pembangunan menara telekomunikasi wajib untuk di
sosialisasikan kepada warga sekitar, mendapat persetujuan warga sekitar, dan
mengasuransikan menara telekomunikasi tersebut demi kelancaran dalam
mengoperasikan menara telekomunikasi dan sebagai persyaratan untuk memperoleh
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal
15 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang atau badan hukum yang
mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan
persetujuan dari warga sekitar”. Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi: “Sosialisasi
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang
tinggal di dalam radius keselamatan ruang disekitar menara sepanjang 1,25 (satu
koma dua puluh lima) kali tinggi menara”. Sedangkan Pasal 16 Ayat (1) yang
berbunyi: “Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan menara wajib
mengasuransikan dan menjamin seluruh

resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap

% 1bid.
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masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama
beroperasinya menara”. Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi: “Sosialisasi dan
persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sebagai syarat untuk
memperoleh IMB”.

Kemudian dalam pembangunan menara telekomunikasi seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi harus
memperhatikan kriteria yang ada di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal
19 yang berbunyi: “Pendirian menara harus memperhatikan Kkriteria sebagali
berikut:”°

a. Kiriteria dasar dan fasilitas pendukung menara;
b. Kiriteria teknis.

Seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi harus memenuhi persyaratan perizinan pembangunan menara
telekomunikasi yang meliputi 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik
Fungsional (SLF) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 26 Ayat (1),
Avyat (2), dan Ayat (3) yang berbunyi:®®

a. Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang pribadi atau badan

yang mendirikan menara wajib memiliki IMB dan SLF”.

b. Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi: “IMB sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari
Kepala OPD”.

% 1bid.
% 1bid.
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c. Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi: “Pemberian IMB dan SLF
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bangunan
Gedung”.

Selanjutnya pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi
administratif terkait permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik
Fungsional (SLF) yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi jo. Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Pasal
32 yang berbunyi: “Setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi

administratif berupa:”®’

a. Peringatan tertulis;

b. Pembatasan kegiatan pembangunan;

C. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;

d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan
gedung;

e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

0. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

I.

Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Kemudian seseorang atau badan hukum yang mengoperasikan menara
telekomunikasi juga harus memenuhi persyaratan perizinan pembangunan menara
telekomunikasi yaitu Surat Laik Operasional (SLO) sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang atau badan

hukum yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki SLO”.

57 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
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Jika seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara

telekomunikasi tidak mempunyai Surat Laik Operasional (SLO) dari Pemerintah

Kabupaten Sleman, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Menara Telekomunikasi Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:*®

a. Pasal 31 Ayat (1): “Setiap orang atau badan hukum yang tidak memenuhi
kewajiban untuk memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
Avyat (1) dikenakan sanksi administrasi”.

b. Pasal 31 Ayat (2): “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) antara lain:”

1.

2
3.
4.
5

Peringatan tertulis;

Penghentiam sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
Penyegelan menara;

Pencabutan izin;

Pembongkaran menara.

Dasar pertimbangan pemberian Surat Laik Operasinal (SLO) kepada

seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi

yang harus memenuhi persyaratan perizinan terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara

Telekomunikasi Pasal 33 yang berbunyi: “Dasar pertimbangan pemberian SLO

sebagai berikut:%

a.

Kelengkapan persyaratan administrasi yang meliputi:

1. IMB;

2. SLF;

3. Perjanjian tertulis penggunaan menara bersama.

Persyaratan teknis, meliputi uji kelayakan fasilitas pendukung
menara.

Mengenai Hak dan Kewajiban seseorang atau badan hukum penyelenggara

menara telekomunikasi yang memiliki Surat Laik Operasional (SLO) diatur

58 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi.
% bid.
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didalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015

tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2)

yang berbunyi:®°

1. Pasal 37 Ayat (1) berbunyi: “Pemilik SLO berhak:”

a.
b.

Melaksanakan sesuai dengan SLO yang diberikan;
Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

2. Pasal 37 Ayat (2) berbunyi: Pemilik SLO wajib:”
a. Melaksanakan ketentuan teknis, Kkualitas, keamanan, dan

€.

keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan
SLO yang diberikan;

Menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan
harmonis dengan lingkungan sekitar menara;

Membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Yyang
dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;

Membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara

telekomunikasi yang sudah mengoperasikan menara tidak memilki Surat Laik

Operasional (SLO), maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Menara Telekomunikasi Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang atau

badan hukum yang mengoperasikan menara tidak memiliki SLO sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta

rupiah)”.%?

% 1bid.
%1 1bid.
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C. BENTUK PELANGGARAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
Menara Telekomunikasi merupakan peralatan khusus yang berfungsi

untuk memancarkan sinyal atau jaringan seluler guna untuk mendukung media

teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang teknologi
komunikasi dan informasi yang sangat penting dalam perkembangan zaman pada
saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Bertambahnya jumlah menara
telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman yang sangat begitu signifikan,
mengakibatkan ketidaksesuaian tata ruang kota atau lingkungan dalam hal
pembangunan menara telekomunikasi, sehingga menimbulkan dampak yang negatif
bagi lingkungan sekitar dan mengganggu kepentingan umum lainnya serta
membahayakan keselamatan warga sekitar, maka dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Sleman perlu untuk melakukan pengendalian, pengawasan, penataan,

dan penegakan lebih ketat lagi terhadap kegiatan pembangunan menara

telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman dan pentingnya itikad baik dari
seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
untuk mentaati sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku.

Adapun permasalahan mengenai kegiatan pembangunan menara

telekomunikasi yang menjadi masalah di wilayah Kabupaten Sleman terdapat di

beberapa titik lokasi atau daerah pembangunan menara telekomunikasi yang tidak
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sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu sebagai berikut:®2

a. Lokasi: Desa Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten
Sleman; Permasalahan hukumnya tidak mempunyai surat rekomendasi
dan tidak memiliki 1zin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Lokasi: Desa Sumedang, Purwobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman;
Permasalahan hukumnya tidak mempunyai surat rekomendasi dan
tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dapat
merusak pemandangan dan menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan
sekitar, menara telekomunikasi juga berdampak mengganggu kepentingan umum
lainnya, membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan merusak kesehatan
warga sekitar apabila dalam hal pembangunannya tidak sesuai dengan titik lokasi
atau zona menara telekomunikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sleman. Oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi tersebut melakukan kegiatan pembangunan
menara telekomunikasi tanpa mensosialisasikan kepada warga sekitar dan jelas
belum mendapatkan persetujuan dari warga sekitar.

Pemerintah Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dengan seseorang atau
badan hukum penyelengara pembangunan menara telekomunikasi yang sudah
jelas melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun

2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, jika di diamkan saja maka

62 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Lokasi Menara Telekomunikasi yang
Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi pada tanggal 20 Desember 2018.
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semakin maraknya jumlah oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi yang dapat sewenang-wenang melakukan
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tanpa memperdulikan lingkungan
sekitar dan tanpa melewati prosedur perizinan yang telah diatur di dalam
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku tersebut, sehingga
dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan kerugian bagi
Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bukti nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman guna
untuk melakukan pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap
pembangunan menara telekomunikasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi, sehingga menjadikan payung hukum atau kepastian hukum berupa
peraturan yang cukup jelas mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan pembangunan
menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, supaya penyelenggaraan
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dapat berjalan secara selaras, serasi,
dan seimbang sesuai dengan estetika tata ruang kota dan pembangunan lingkungan.

Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah bukti nyata yang dilakukan
oleh Pemeritah Kabupaten Sleman dalam upaya untuk menciptakan keadaan dan
kondisi yang tertib dan tenteram khususnya dalam hal kegiatan pembangunan
menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. Tindakan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan teori otonomi daerah

83



yang menjelaskan bahwa hak, wewenangan dan kewajiban dari setiap daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan
dari masing-masing daerahnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan peraturan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman guna untuk mengatur segala sesuatunya yang
berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Sleman. Terkait dengan esensi dari negara hukum bahwa setiap tindakan baik
yang dilakukan oleh pemerintah dan seseorang atau badan hukum telah diatur di
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini
merupakan alat dari suatu negara yang mempunyai suatu kekuasaan dan
wewenang dalam membuat dan menerapkan suatu kepastian hukum dalam suatu
wilayah atau daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun
pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan peraturan
perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus tetap berdasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, begitu juga bagi seseorang atau badan hukum
serta masyarakat yang diberikan kebebasan dalam bertindak yang berdasarkan
dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diperoleh manusia sejak lahir.

Namun kembali lagi bahwa Bangsa Indonesia merupakan Negara Hukum,
walaupun seseorang atau badan hukum serta masyarakat memiliki kebebasan

dalam bertindak tetap saja akan ada kepastian hukum dan peraturan perundang-
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undangan yang bersifat memaksa dan mengikat agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan yang dapat melanggar perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hal ini
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi telah mengatur mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman terkait dengan
pengendalian menara telekomunikasi dan mengatur mengenai prosedur/tata cara
perizinan pembangunan menara telekomunikasi serta mengatur mengenai sanksi
pidana, sanksi administratif, dan denda yang dilakukan oleh seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melanggar
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku tersebut.

Peraturan yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
sudah cukup lengkap dan jelas mengenai prosedur atau tata cara penyelenggaraan
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, serta
mengatur mengenai zona menara dan zona bebas menara sampai dengan sanksi
pidana, sanksi administratif, dan denda. Namun pada kenyataannya masih ada
beberapa oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi yang justru mengabaikan prosedur atau tata cara yang ada
didalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut dan juga yang
seharusnya zona bebas menara telekomunikasi justru malah dibangun menara
telekomunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa menara telekomunikasi tersebut
memang tidak mempunyai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Sleman dan tidak
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melewati prosedur perizinan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman sebagai persyaratan yang harus dipenuhi
untuk melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Suwandi bahwa semua jenis dari
menara telekomunikasi harus mendapatkan surat rekomendasi pembangunan
menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
Kabupaten Sleman serta harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Surat Laik Fungsional (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman terlebih dahulu sebelum akan melakukan
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi. Penyelengaraan pembangunan
menara telekomunikasi harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada, baik dari segi
naskah menara telekomunikasi, rekomendasi menara telekomunikasi, persetujuan
dari warga sekitar, maupun dari titik lokasi atau zona menara telekomunikasi yang
sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Setelah semua sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pengendalan Menara Telekomunikasi, maka barulah izin pembangunan
menara telekomunikasi akan diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman dan setelah
itu menara telekomunikasi tersebut sudah diperbolehkan untuk dibangun pada titik
lokasi atau zona menara telekomunikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Kabupaten Sleman berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Komunikasi

dan Informatika
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(DISKOMINFQO) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.%

Selama ini kendala yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam
menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah semakin bertambahnya oknum-
oknum baru dari seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi yang sudah jelas tidak mempunyai itikad baik terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku tersebut. Satpol PP Kabupaten
Sleman dalam melaksanakan operasi bangunan menara telekomunikasi dilakukan
guna untuk menertibkan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap
orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib memiliki IMB dan SLF”.

Namun pada kenyataannya setelah Satpol PP Kabupaten Sleman selesai
melakukan operasi hanya dengan selang beberapa hari saja menara
telekomunikasi tersebut sudah dibangun kembali oleh oknum seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi. Hal tersebut
juga dikemukakan oleh Bapak Suwandi, bahwa dilakukannya operasi penertiban
menara telekomunikasi oleh Satpol PP Kabupaten Sleman berdasarkan pada
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi, supaya seseorang atau badan hukum

penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut untuk dapat

63 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan Satpol PP
Kabupaten Sleman dalam Mengatur Penyelanggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi di
Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2018.
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mempunyai itikad baik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
yang belaku.54

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman selaku
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas menjaga ketenteraman
dan ketertiban umum sekaligus menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman,
melakukan patroli atau operasi penertiban terhadap pembangunan menara
telekomunikasi yang melanggar tersebut, supaya Kabupaten Sleman menjadi daerah
yang nyaman dan tentram bagi masyarakatnya. Namun karena ulah dari oknum-
oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi, maka membuat wilayah Kabupaten Sleman seakan-akan tanpa
adanya perubahan yang signifikan dalam hal pembangunan daerah di wilayah
Kabupaten Sleman khususnya untuk penertiban kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi.

Sanksi administratif berupa pencabutan, penutupan, pembekuan, dan
hingga sanksi administratif yang paling berat yaitu pembongkaran kontruksi atau
materi menara telekomunikasi yang tertulis di dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
menjadi terlihat kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum
seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi

tersebut. Bapak Suwandi dalam hal ini mengatakan bahwa terus bertambahnya

%4 1bid
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oknum-oknum baru dari seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi yang menjadi salah satu faktor penyebab
pembangunan menara telekomunikasi menjadi sulit untuk dikendalikan serta
kurangnya itikad baik dari oknum-oknum seseorang atau badan hukum
penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut untuk dapat
mematuhi prosedur atau tata cara pembangunan menara telekomunikasi yang telah
diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.®®

Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya anggota atau personil dari
Satpol PP Kabupaten Sleman juga menjadi salah satu permasalahan yang timbul
dalam proses penertiban pembangunan menara telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Sleman. Apabila dibandingkan dengan ratusan jumlah bangunan
menara telekomunikasi tidak berizin yang dibangun dan tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Sleman, maka tidak dapat dipungkiri bahwa anggota atau
personil Satpol PP Kabupaten Sleman akan kuwalahan untuk menertibkan
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Kemudian Bapak
Suwandi juga mengatakan bahwa memang benar Pemerintah Kabupaten Sleman
harus lebih memperhatikan dan menganggap serius mengenai oknum-oknum
seseorang atau badan hukum  penyelenggara pembangunan  menara
telekomunikasi, karena memang pembangunan menara telekomunikasi yang tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengganggu lingkungan sekitar dan

8 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Faktor Penyebab Terhadap Permasalahan
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2018.
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membahayakan keselamatan bagi masyarakat sekitar serta menggangu
kepentingan umum lainnya.®
D. PERAN SATPOL PP KABUPATEN SLEMAN DALAM

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

Kepala Daerah dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah
tentu saja tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini yang dimaksud adalah Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP), karena Satpol PP merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya. Di daerah provinsi
Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di
daerah kabupaten/kota Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP Kabupaten Sleman merupakan unsur dalam membantu tugas
Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Sleman dalam bidang penegakan Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, maka dari itu tugas pokok maupun fungsi yang dimiliki

oleh Satpol PP Kabupaten Sleman merujuk ke dalam Peraturan Pemerintah

% 1bid.
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Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 Ayat (1) yang
berbunyi: “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat di
setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP)”. Dengan demikian maka tugas pokok dari Satpol PP Kabupaten Sleman
adalah menegakkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan
perundang-undangan dan pelindungan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokoknya tersebut Satpol PP
Kabupaten Sleman mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut:%’

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat, penegakan peraturan  perundang-undangan, dan
perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,
penegakan peraturan  perundang-undangan, dan perlindungan
masyarakat;

. Pengkoordinasian  ketertiban umum, Kketenteraman masyarakat,
penegakan peraturan  perundang-undangan, dan perlindungan
masyarakat;

d. Pembinaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan
peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

o

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disebutkan kewenangan yang

dimiliki oleh Satpol PP, yaitu sebagai berikut:®

57 https://satpolpp.slemankab.go.id/?page_id=574. Diakses pada Tanggal 4 Desember
2018.

68 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja.
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a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Program Satpol PP Kabupaten Sleman adalah pengendalian,
pengawasan, dan penegakan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang
terkait dengan permasalahan prosedur perizinan kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. Adapun dasar hukum mengenai
pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman yang diatur pada:®°

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung.

Salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten
Sleman adalah melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman.
Fungsi dari pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap pembangunan

menara telekomunikasi yaitu guna untuk menertibkan mengenai adanya kegiatan

pembangunan menara telekomunikasi ilegal, agar pembangunan menara

% Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Dasar Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman
Mengenai Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember
2018.
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telekomunikasi dapat berjalan selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan
pembangunan tata ruang kota dan estetika lingkungan. Seperti diketahui dalam
wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Suwandi selaku narasumber
yang memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, beliau mengatakan bahwa
masih terdapat beberapa menara telekomunikasi yang dibangun oleh seseorang
atau badan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi, maka hal tersebut sudah jelas dapat mengakibat dapak yang negatif
untuk lingkungan sekitar dan mengganggu kepentingan umum lainnya, dimana akan
ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pembangunan menara telekomunikasi
yang dilakukan pada lahan milik perseorangan maupun pada fasilitas umum lainnya.
Disisi lain pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun disembarang
tempat dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan titik lokasi atau zona menara
telekomunikasi dan juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan
kesehatan bagi warga sekitar serta mengganggu kepentingan umum lainnya.”
Adapun cara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman
dalam memperoleh informasi terkait dengan pelanggaran kegiatan pembangunan

menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut:"*

0 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang Digunakan oleh
Satpol PP Kabupaten Sleman Dalam Mengatur Penyelenggaraan Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2018.

1 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Cara yang Diperoleh Satpol PP Kabupaten
Sleman dalam Melakukan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Mengenai Pembangunan
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman pada Tanggal 20 Desember 2018.
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1.

Inisiatif Sendiri dari Satpol PP Kabupaten Sleman

Dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi, terkait dalam hal kegiatan
pembangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin atau
ilegal dalam hal pembangunannya, maka Satpol PP Kabupaten Sleman
mempunyai jadwal dan agenda tersendiri guna untuk melakukan
patroli atau operasi sekaligus melakukan pembongkaran terhadap
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ilegal yang berada di
wilayah Kabupaten Sleman.

Informasi atau Laporan dari Masyarakat

Apabila merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor
7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan menara
telekomunikasi merupakan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.
Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Suwandi, bahwa informasi
atau laporan tentang kegiatan pembangunan menara telekomunikasi
ilegal dari masyarakat seharusnya dilaporkan ke Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten
Sleman, bukan justru malah melaporkan ke Satpol PP Kabupaten
Sleman. Namun pada kenyataannya dalam melakukan segala aduan

atau laporannya terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi
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tersebut, masyarakat masih saja melaporkan kepada Satpol PP
Kabupaten Sleman. Akan tetapi Satpol PP Kabupaten Sleman tidak
tinggal diam apabila ada informasi atau laporan langsung dari
masyarakat. Informasi atau laporan dari masyarakat tersebut akan
ditampung dan akan diterbitkan surat peringatan atau surat keterangan
sebanyak 3 (tiga) kali oleh petugas atau pejabat yang berwenang yaitu
dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
(DPUPKP) Kabupaten Sleman untuk diberikan kepada seseorang atau
badan hukum penyelanggara pembangunan menara telekomunikasi yang
melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku, apabila
memang sudah jelas diketahui terdapat adanya seseorang atau badan
hukum penyelanggara pembangunan menara telekomunikasi yang
melanggar ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Walaupun secara tertulis dalam peraturannya terkait dengan
pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, maka penerimaan
informasi atau laporan dari masyarakat yang terkait dengan
pelanggaran kegiatan pembangunan menara telekomunikasi bukanlah
menjadi tugas dan wewenang dari Satpol PP Kabupaten Sleman,
melainkan tugas dan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.
Karena Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan

fungsi serta wewenang terkait ketentuan di dalam Peraturan Daerah
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Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah melakukan kontrol dan penertiban serta penegakan terhadap
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku.

Berkoordinasi dan Bekerja Sama dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten Sleman

Satpol PP dalam rangka melakukan operasi penertiban terhadap
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman
tidaklah berjalan sendirian. Apabila merujuk pada ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi, maka Satpol PP Kabupaten Sleman dalam
melakukan ~ pembongkaran  kontruksi ~ atau  materi  menara
telekomunikasi harus berdasarkan pada surat tembusan penetapan
pembongkaran terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.
Setelah  surat tembusan penetapan pembongkaran  menara
telekomunikasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman telah
dikeluarkan atau diterbitkan, maka barulah Satpol PP Kabupaten Sleman
dapat melakukan eksekusi di lapangan terkait dengan pembongkaran
terhadap kontruksi atau materi menara telekomunikasi tersebut. Selama
dalam proses pembongkaran menara telekomunikasi tersebut, maka

Satpol PP Kabupaten Sleman dalam hal ini dibantu oleh
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pihak Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
(DPUPKP) Kabupaten Sleman, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
Kepolisian Resort Sleman, guna untuk mengantisipasi adanya benturan
atau tindakan kekerasan dari seseorang atau badan hukum selaku pihak
pemilik menara telekomunikasi tersebut yang tidak terima atas
pembongkaran kontruksi atau materi menara telekomunikasi yang
dilakukan oleh petugas.

Dalam menentukan pembagian mengenai pemberian sanksi telah diatur
sedemikian rupa di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor
7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, baik sanksi pidana
maupun sanksi administratif serta denda. Mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dengan jenis pelanggaran
masing-masing. Satpol PP Kabupaten Sleman yang merupakan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dan berfungsi untuk menegakkan Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta menjaga ketenteraman dan
ketertiban di wilayah Kabupaten Sleman sudah cukup banyak berperan aktif dalam
menegakkan pemberian sanksi administratif tersebut.

Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melaksanakan prosedur
penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2015 tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Satpol PP Kabupaten Sleman
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melaksanakan prosedur atau tata cara kegiatan penegakan tersebut antara lain
sebagai berikut:"?

1. Pendataan yang dilakukan oleh bidang ketertiban dan ketenteraman

Satpol PP Kabupaten Sleman terkait dengan pelanggaran yang
ditemukan pada penyelenggaraan kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi.
Pendataan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sleman meliputi adanya
inisiatif sendiri dari Satpol PP Kabupaten Sleman, informasi atau laporan
dari masyarakat, dan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman guna untuk melakukan
penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dilakukan dengan
menggunakan beberapa tipe penegakan atau sanksi sesuai dengan
pelanggaran masing-masing yang telah dilakukan oleh seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
tersebut. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini yang paling
ringan adalah pemberian pembinaan ditempat untuk membongkar
bangunan menara telekomunikasi tersebut, hingga yang terberat
adalah dijatuhkan beberapa sanksi pidana atau sanksi administrasi
dan denda kepada seseorang atau

badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi

2 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Prosedur dalam Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
pada Tanggal 20 Desember 2018.
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yang sudah jelas melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman yang berlaku tersebut.

2. Menyampaikan data atas pelanggaran pembangunan menara

telekomunikasi yang kemudian dikonfirmasi ke Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman,
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
(DPUPKP) Kabupaten Sleman, dan Dinas Komunikasi dan Informatika
(DISKOMINFO) Kabupaten Sleman.

Setelah Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan pendataan dengan
adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi yang telah terindikasi melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Satpol
PP Kabupaten Sleman akan melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan
mengadakan pertemuan bersama-sama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT), Dinas Pekerjan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan Dinas
Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Sleman
mengenai penyampaian data yang lebih kongkrit terhadap seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
(DPUPKP) Kabupaten Sleman memberikan surat peringatan sebanyak
3 (tiga) kali kepada seseorang atau badan hukum penyelanggara
pembangunan menara telekomunikasi yang sudah jelas melanggar di
dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Jika seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi mengabaikan surat peringatan tersebut sebanyak 3
(tiga) kali, maka dengan dasar data-data seseorang atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sleman
dapat melakukan penegakan hukum atau tindakan tegas atas kasus
pelanggaran kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut,
hingga dapat melaksanakan proses pemberian sanksi administrasi
terhadap seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi tersebut dengan adanya surat tembusan untuk
melakukan pembongkaran terhadap kontruksi atau materi menara
telekomunikasi tersebut dari Dinas Pekerjan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.

4. Mengeksekusi kontruksi atau materi menara telekomunikasi yang

didapati melanggar ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten
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Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Terkait dengan pemberian sanksi administratif yang dilakukan oleh
Satpol PP Kabupaten Sleman mengenai pembongkaran menara
telekomunikasi, maka Satpol PP Kabupaten Sleman mengeksekusi di
lapangan berdasarkan pada surat tembusan dari Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
Kabupaten Sleman. Kemudian sebelum melakukan pembongkaran
menara telekomuikasi tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Sleman
melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap titik lokasi atau zona
menara telekomunikasi yang telah melanggar di dalam ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi serta melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai peralatan khusus
yang cukup memadai untuk dilakukannya pembongkaran menara
telekomunikasi tersebut. Karena dalam hal ini Satpol PP Kabupaten
Sleman tidak mempunyai peralatan khusus untuk membongkar kontruksi
atau materi menara telekomunikasi tersebut.
Sebagaimana sanksi administratif yang tercantum di dalam ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Menara Telekomunikasi, yaitu sebagai berikut:"

3 peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi.
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a. Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang pribadi atau badan
yang mendirikan menara wajib memiliki IMB dan SLF.”

b. Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi: “IMB sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari
Kepala OPD.”

c. Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi: “Pemberian IMB dan SLF
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bangunan
Gedung.”

Selanjutnya pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi
administratif terkait permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik
Fungsional (SLF) yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi jo. Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Pasal
32 yang berbunyi: “Setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi

administratif berupa:”’™

1. Peringatan tertulis;

2. Pembatasan kegiatan pembangunan;

3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;

4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan
gedung;

5. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

6. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

7. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

8. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

9. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Apabila dilihat dari bunyi sanksi administratif diatas, maka dapat diketahui
bahwa seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara

telekomunikasi wajib untuk memiliki I1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat

74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

102



Laik Fungsional (SLF) dari Pemerintah Kabupaten Sleman yakni yang
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(DPMPPT) Kabupaten Sleman, serta mendapatkan surat rekomendasi
pembangunan menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika
(DISKOMINFOQO) Kabupaten Sleman. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan
perlindungan kepada masyarakat sekitar khususnya bagi pihak-pihak yang merasa
dirugikan atas adanya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut,
serta seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi wajib memperhatikan dari aspek tata ruang kota dan estetika
lingkungan sekitar, aspek keamanan, aspek kesehatan masyarakat sekitar, dan
aspek kepentingan umum lainnya agar pembangunan menara telekomunikasi
dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Seseorang atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan
pembangunan menara telekomunikasi juga bertanggung jawab sepenuhnya atas
semua resiko yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi. Namun terkait prosedur atau tata cara pemberian sanksi
administratif dapat dilakukan secara tidak berurutan apabila dampak dari

pembangunan menara telekomunikasi tersebut menimbulkan ancaman yang
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membahayakan bagi keselamatan masyarakat sekitar dan menggangu kepentingan
umum lainnya serta berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Selama peneliti melakukan wawancara tanya jawab dengan subyek
penelitian, Bapak Suwandi mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan
penegakan mempunyai empat bidang yaitu:"

1. Bidang penegakan;

2. Bidang ketenteraman dan ketertiban;
3. Bidang perlindungan masyarakat;
4. Bidang pemadam kebakaran.

Dalam hal ini guna untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan
penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi, Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman menugaskan dua bidang, yaitu: (1)
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib); (2) Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan. Dua bidang tersebut saling bekerjasama satu sama lain
dalam melaksanakan patroli atau operasi penertiban menara telekomunikasi yang
dilakukan oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) yang dibantu oleh
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

Tugas dari Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) adalah untuk
melakukan patroli atau operasi dengan cara menurunkan anggota atau personilnya
untuk terjun langsung ke lapangan dan ada juga perwakilan dari Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang turut untuk membantu patroli

> Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Bidang-Bidang yang Ada di Satpol PP
Kabupaten Sleman yang Menangani Penyelengaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi di
Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2018.
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atau operasi pembongkaran menara telekomunikasi tersebut. Setelah patroli atau
operasi pembongkaran menara telekomuikasi tersebut selesai dilakukan oleh Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban, maka hasil dari patroli atau operasi tersebut
diserahkan kepada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan untuk
selanjutnya ditindak lanjuti apakah hasil dari patroli atau operasi pembongkaran
menara telekomunikasi tersebut akan diambil kembali oleh seseorang atau badan
hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi selaku dari pemilik
dari menara telekomunikasi tersebut, atau bisa saja untuk dilelang oleh pejabat yang
berwenang, atau justru menjadi aset dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi diperbolehkan untuk mengambil hasil dari pembongkaran menara
telekomunikasi yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kabupaten Sleman dengan syarat mengganti seluruh biaya pembongkaran dan
dalam pengambilan kontruksi atau materi menara telekomunikasi tidak melebihi
jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak pembongkaran
menara telekomunikasi tersebut dilakukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut
seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
tidak mengambil dan mengganti rugi atas pembongkaran menara telekomunikasi
yang telah dilakukan oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Sleman, maka segala barang hasil dari operasi pembongkaran menara
telekomunikasi tersebut menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ditangani langsung oleh Satuan
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Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun
Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Sleman Pasal 13 yang berbunyi: “Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:”’

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban;

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

3. Pelaksanaan operasi penertiban dan gangguan ketenteraman dan
ketertiban;

4. Pembinaan dan pengembangan potensi, aparatur, dan masyarakat
peduli ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang
ketenteraman dan ketertiban.

Sedangkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman Pasal 19 yang berbunyi:
“Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:”’’

1. Penyusunan rencana kerja bidang penegakan peraturan perundang-
undangan;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan penegakan
peraturan perundang-undangan;

3. Pembinaan dan penegakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan;

4. Pengawasan pelanggaran peraturan perundang-undangan:

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang penegakan
peraturan perundang-undangan.

o

6 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sleman.

™ 1bid.
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Patroli atau operasi pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang
dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten
Sleman dilaksanakan pada siang hari. Apabila patroli atau operasi pembongkaran
terhdapa menara telekomunikasi dilakukan pada siang hari biasanya Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman akan dibantu oleh Koordinator
Pengawas dari Kepolisian Resort Sleman dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pendampingan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) sangat diperlukan selama dalam pelaksanaan patroli atau operasi
pembongkaran menara telekomunikasi yang sudah jelas melanggar ketentuan di
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku.

Adanya pendampingan yang dilakukan dari Kepolisian Resort Sleman dan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut bertujuan untuk mengawasi patroli atau
operasi pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman, supaya
dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sleman tidak melanggar kode etik dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya saat berada di lapangan. Adapun kode etik
dari Satpol PP Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:"®

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,

dan norma-norma sosial lainnya yang hidup darn berkembang di
masyarakat;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

8 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Kode Etik Satpol PP Kabupaten Sleman
pada tanggal 20 Desember 2018.
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c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut
diduga adanya tindak pidana;

d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas
ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap
ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Apabila merujuk kepada ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi,
maka peran pembinaan merupakan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika
(DISKOMINFOQO) Kabupaten Sleman, kemudian peran pengendalian merupakan
tugas dari Dinas Pekerjan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
(DPUPKP) Kabupaten Sleman. Namun pada kenyataannya Satpol PP Kabupaten
Sleman dalam hal ini juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat, khususnya
terhadap seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi agar tetap mematuhi dan tidak melanggar ketentuan yang ada di
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi saat akan melakukan Kkegiatan
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman.

Pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dilakukan dengan
mengadakan Forum Group Discusion (FGD) antara Satpol PP Kabupaten Sleman
dengan seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi. Mengenai pembinaan penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi yang melakukan Forum Group Discusion (FGD) adalah Bidang

Ketenteraman dan Ketertiban, sedangkan mengenai penegakan peraturan daerah
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yang melakukan Forum Group Discusion (FGD) adalah Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan Forum Group Discusion (FGD)
tersebut dilaksanakan 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali dan tergantung pada
anggaran yang ada pada setiap bidangnya.

Adapun cara lain yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kabupaten Sleman dalam melakukan pembinaan pembangunan menara
telekomunikasi  yaitu dengan mengadakan Forum Komunikasi. Forum
Komunikasi tersebut dilakukan bersama-sama oleh Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban serta Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan bersama
dengan masyarakat dan seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi. Forum Komunikasi ini dilakukan 1 (satu
kali) dalam 1 (satu) tahun dan tergantung pada anggaran yang ada pada setiap
bidangnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman untuk
melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap pembangunan
menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman dengan tetap berdasarkan
pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi. Satpol PP Kabupaten Sleman dalam hal
ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak hanya berdasarkan pada informasi
atau laporan dari masyarakat sekitar yang merasa dirugikan oleh adanya kegiatan
pembangunan menara telekomunikasi, akan tetapi Satpol PP Kabupaten Sleman
juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dan seseorang atau badan hukum

yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pembangunan menara
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telekomunikasi, serta Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan patroli keliling
atau operasi dalam mengawasi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di
wilayah Kabupaten Sleman yang rutin dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau
agenda yang telah ditentukan oleh bidang ketenteraman dan ketertiban dan bidang
penegakan peraturan perundang-undangan.

Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah kegiatan
pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau badan
hukum tersebut tidak kunjung selesai, karena bertambahnya oknum-oknum baru
dari seseorang atau badan hukum penyelanggara pembangunan menara
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi. Setiap Satpol Kabupaten Sleman melaksanakan patroli
atau operasi pembongkaran terhadap menara telekomunikasi disuatu lokasi, hanya
akan bertahan beberapa hari saja, tetapi setelah selang beberapa hari dibangun
kembali kontruksi atau materi dari menara telekomunikasi tersebut oleh oknum
seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
tersebut tanpa adanya rekomendasi dan izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Suwandi bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman belum memberikan perhatian yang lebih mengenai
pembangunan menara telekomunikasi yang dapat merugikan bagi masyarakat
sekitar dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar serta mengganggu
kepentingan umum lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun

2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ada
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hanya untuk memberikan izin, mengontrol, pengendalian, penataan, dan mengawasi
serta menegakkan penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi agar
jumlah menara telekomunikasi tidak berlebihan jumlahnya dengan adanya
beberapa sanksi yang termuat di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
dirasa tidak memberikan efek jera bagi seseorang atau badan hukum
penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

Dilihat dari sudut pandang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka
dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman memiliki
tugas dan fungsi serta kewenangan yang strategis dalam melakukan pengendalian,
pengawasan, dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah menunjuk bahwa
Satpol PP Kabupaten Sleman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang berperan langsung turun ke lapangan guna untuk melakukan sanksi
administratif berupa pembongkaran terhadap kontruksi atau materi menara
telekomunikasi milik seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi yang sudah jelas melanggar ketentuan di dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi, oleh karena itu perlu adanya penguatan tugas dan fungsi serta
kewenangan dari Satpol PP Kabupaten Sleman khususnya dalam hal
pengendalian, pengawasan, dan penegakan pembangunan menara telekomunikasi

yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.
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E. FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI TERHADAP
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
1. Faktor Penghambat Terhadap Penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Menara Telekomunikasi

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif mengenai
pembangunan menara telekomunikasi, maka peran Satpol PP Kabupaten Sleman
dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap kegiatan
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman seperti yang
telah dijelaskan dalam pembahasan yang sebelumnya, maka masih terdapat
hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Pengendalian, pengawasan, dan
penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah

Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara patroli atau operasi yang dilakukan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yang merupakan

ujung tombak dari penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala

Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang memiliki

kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta juga melakukan pemeriksaan
dan tindakan represif non-yustisi terhadap seseorang atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati

selaku Kepala Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku. Satpol PP Kabupaten
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Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah tetap mengedepankan pola
persuasif, preventif, dan represif, yaitu dengan cara bagi seseorang atau badan
hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
diberi peringatan tertulis terlebih dahulu baik itu peringatan pertama dan sampai
pada peringatan ketiga, apabila tidak dihiraukan oleh seseorang atau badan hukum
penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi maka akan diambil tindakan
tegas oleh Satpol PP Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman yang berlaku.
Adapun beberapa faktor penghambat yang masih dihadapi oleh Satpol
PP Kabupaten Sleman terhadap pengendalian, pengawasan, dan penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi, antara lain yaitu sebagai berikut: "
a. Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran

menara telekomunikasi.

Peralatan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Sleman guna

untuk mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi harus

meminjam dari pihak ketiga yang mempunyai peralatan khusus

untuk melakukan pembongkaran terhadap kontruksi atau materi

menara telekomunikasi, dikarenakan Satpol PP Kabupaten Sleman

tidak mempunyai peralatan khusus yang memadai untuk

melakukan pembongkaran menara telekomunikasi tersebut, serta

sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh

™ Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Faktor Penghambat yang Dihadapi Satpol
PP Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Pembangunan
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2018.
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Satpol PP Kabupaten Sleman. Pembongkaran menara
telekomunikasi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Sleman terhadap
menara telekomunikasi yang tidak mendapatkan rekomendasi dan
tidak memiliki izin dalam hal pembangunan menara
telekomunikasi. Maka dalam hal ini pembongkaran menara
telekomunikasi  harus menggunakan peralatan khusus dan
memadai, karena pada dasarnya menara telekomunikasi merupakan
jenis kontruksi bangunan yang mempunyai dimensi yang besar dan
berat. Jika hanya dikerjakan secara manual maka akan
membahayakan keselamatan bagi anggota atau personil dari
petugas Satpol PP Kabupaten Sleman itu sendiri. Peralatan yang
dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Sleman untuk melakukan
pembongkaran menara telekomunikasi adalah peralatan khusus
diantaranya truk, crane/skylift, dan mesin las guna untuk
memotong kontruksi atau materi pada bangunan menara
telekomunikasi tersebut. Namun dalam hal ini bukan menjadi
faktor penghambat utama, karena pada tahun 2018 hanya
ditemukan 2 (dua) menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani

Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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Dengan keterbatasannya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
yang menangani terkait dalam bidang pengendalian, pengawasan,
dan penegakan menara telekomunikasi, maka anngota atau personil
Satpol PP Kabupaten Sleman mempunyai beban kerja yang sangat
berat dan merasa kualahan. Jumlah pegawai pada akhir tahun 2018
khususnya Satpol PP Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang
sangat begitu signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Dalam hal ini dikarenakan adanya anggota atau personil yang
pensiun dan mutasi ke instansi daerah lain. Jumlah ini sebenarnya
tidak memenuhi dengan standar rasio anggota atau personil Satpol
PP Kabupaten Sleman terhadap jumlah pelanggaran menara
telekomunikasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Melihat
dari hal tersebut maka perlu dilakukannya penambahan anggota atau
personil Satpol PP Kabupaten Sleman supaya dalam pelaksanaannya
di lapangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat
lebih efektif dan efisien, sehingga pengendalian, pengawasan, dan
penegakan menara telekomunikasi dapat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jumlah
ideal yang dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran menara
telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman adalah 80% (delapan

puluh persen).

115



c. Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan
menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik.
Adanya beberapa pembangunan menara telekomunikasi yang
berdiri tanpa melewati prosedur perizinan yang berlaku sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, bukan hanya
kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sleman, akan
tetapi juga karena kurangnya itikad baik dari pihak seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
tersebut. Dimana oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi tersebut tidak melewati
prosedur perizinan yang telah diatur di dalam ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi, namun pembangunan
menara telekomunikasi tersebut asal dibangun oleh seseorang atau
badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
yang kemudian izin nya tersebut dilakukan belakangan setelah
menara telekomunikasi tersebut selesai dibangun. Padahal proses
perizinan dan sampai dengan titik lokasi atau zona bebas menara
telekomunikasi dan zona menara telekomunikasi itu sudah diatur di
dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal ini dikarenakan realita

di lapangan yang terjadi bahwa oknum seseorang atau badan
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hukum penyelanggara pembangunan menara telekomunikasi
tersebut telah mendirikan bangunan menara telekomunikasi
terlebih dahulu sampai dengan pembangunan menara telekomunikasi
tersebut selesai dibangun dan hingga telah dapat dipergunakan atau
dioperasikan, barulah seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi tersebut melakukan
pengurusan lIzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik
Fungsional (SLF) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
(DISKOMINFQ), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (DPMPPT). Jadi dalam hal ini masih terdapat
beberapa oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi yang curi- curi start
sebelum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik
Fungsional (SLF). Seseorang atau badan hukum penyelenggara
pembangunan menara telekomunikasi berdalih melakukan hal
tersebut dengan alasan supaya ketika mengurus Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) menara
telekomunikasi dapat dengan mudah prosesnya dan lekas
dikeluarkannya izinnya oleh dinas yang terkait dalam hal
pembangunan menara telekomunikasi, dikarenakan sudah adanya
bangunan menara telekomunikasi yang terlebih dahulu berdiri dan
dapat dipergunakan. Maka hal ini jelas tidak sesuai dengan

prosedur perizinan yang berlaku dan bisa menyalahi peraturan
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yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman seperti zona
menara atau titik lokasi dan koordinat yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam
melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan menara
telekomunikasi menemui suatu kendala, yaitu para Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan izin kepada pihak
seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi  tidak memberikan data terbaru mengenai
pembangunan menara telekomunikasi tersebut yang baru saja
memperoleh 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik
Fungsional (SLF) atau pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Sleman tidak melakukan koordinasi kepada Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, maka dalam hal
inilah yang menjadi hambatan di dalam program atau sistem
pengendalian, pengawasan, dan penegakan pembangunan menara
telekomunikasi sehingga pihak Satpol PP Kabupaten Sleman tidak
dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik khususnya dalam

pengendalian, pengawasan, dan penegakan menara telekomunikasi
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di wilayah Kabupaten Sleman. Dengan adanya beberapa jumlah
kendala di dalam koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak
pemberi ijin menara telekomunikasi tersebut kepada Satpol PP
Kabupaten Sleman, maka dalam hal ini yang menjadi penyebab
hambatan yang terjadi di lapangan dan masih ada beberapa jumlah
bangunan menara telekomunikasi yang belum terjangkau oleh
pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.
Oleh karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama
antar lembaga atau instansi yang mengurus mengenai prosedur
perizinan penyelanggaraan kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman. Permasalahan ini
muncul dikarenakan birokrasi pemerintahan yang cukup rumit.

2. Solusi Terhadap Hambatan Yang Terjadi Dalam Penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Permasalahan atau faktor penghambat yang terjadi di lapangan

dihadapi langsung oleh Satpol PP Kabupaten Sleman terutama dalam upaya
pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum mengenai pembangunan
menara telekomunikasi yang menjadi evaluasi lebih lanjut dan wajib diperhatikan
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman supaya ke depannya permasalahan tersebut
didapatkan jalan keluarnya. Adapun solusi terhadap permasalahan yang timbul
dalam pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap seseorang atau badan

hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melakukan
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pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
antara lain yaitu sebagai berikut:%

a. Pengadaan peralatan khusus untuk mengeksekusi pembongkaran
kontruksi atau materi dari menara telekomunikasi dalam hal ini yang
sangat dibutuhkan adalah kendaraan jenis truk, crane/skylift, dan
mesin las untuk memotong besi pada kontruksi bangunan menara
telekomunikasi yang dimana pengadaan peralatan tersebut bisa
diajukan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
Satpol PP Kabupaten Sleman pada tahun 2018-2019 melalui persetujuan
Kepala Daerah Kabupaten Sleman, supaya sarana dan prasarana Satpol
PP Kabupaten Sleman dapat memadai khususnya dalam hal melakukan
pembongkaran terhadap kontruksi atau materi dari menara
telekomunikasi tersebut, sehingga tidak perlu melibatkan pihak ke tiga
dalam melakukan pembongkaran menara telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Sleman. Hal ini diperlukan guna untuk menekan jumlah
biaya apabila dalam pengendalian, pengawasan, dan penegakan
khususnya dalam mengenai pembongkaran menara telekomunikasi
yang melibatkan pihak ketiga, sehingga dapat menghabiskan anggaran
yang ada pada Satpol PP Kabupaten Sleman. Padahal anggaran Satpol

PP Kabupaten Sleman tersebut dapat dipergunakan untuk program-

8 Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Solusi Atas Permasalahan yang Timbul
Dalam Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Terhadap Pelanggaran di Dalam Ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi pada Tanggal 20 Desember 2018.
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program lainnya yang dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan
masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.

Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Satpol PP
Kabupaten Sleman, yaitu dapat melalui seleksi pegawai Non-PNS,
dikarenakan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbentur terhadap
peraturan moratorium yang ada. Rencana penambahan jumlah pegawai
Satpol PP Kabupaten Sleman seperti penambahan anggota atau
personil harus diajukan pada saat pengajuan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk tahun 2018 dan 2019-2020
mendatang. Apabila disetujui oleh pejabat yang berwenang maka
barulah kemudian menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai
Non-PNS yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Sleman dalam hal prosedural atau tata cara penyeleksiannya.
Hal ini perlu dilakukan untuk mencukupi jumlah anggota atau personil
Satpol PP Kabupaten Sleman karena dengan melihat kondisi daerah,
luas wilayah, dan beberapa jumlah penertiban pada sejumlah
pelanggaran pembangunan menara telekomunikasi.

Memberikan kesadaran terhadap seseorang atau badan hukum
penyelanggara pembangunan menara telekomunikasi untuk dapat
mematuhi  prosedur perizinan Kkegiatan pembangunan menara
telekomunikasi atas dasar hukum yang tercantum di dalam ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi. Seseorang atau badan hukum
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yang menyelenggarakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka seseorang atau badan hukum tersebut wajib untuk
mematuhi prosedur atas dasar hukum yang tercantum di dalam ketentuan
Peraturan Daerah yang berlaku tersebut. Itikad baik seseorang
atau badan hukum terhadap peraturan daerah yang berlaku dilakukan
guna untuk menciptakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban
umum, supaya Kabupaten Sleman menjadi daerah atau wilayah yang
aman dan nyaman.

Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas, dan produktifitas dalam
setiap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi, maka sangat perlu
dilakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi yang
terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, bahkan
juga memerlukan sebuah Team Work yang kuat dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan menara telekomunikasi. Pembangunan daerah
memerlukan konsep keterpaduan yaitu saling mendukung antar sektor
dan masing-masing sektor untuk melakukan atau merealisasikan
pekerjaannya sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan atau
direncanakan sebelumnya. Pembangunan daerah merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya
untuk mewujudkan tujuan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam

pelaksanaannya pembangunan daerah tidak terlepas dari tantangan,
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ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun
dari dalam, maka dari itu diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama
antar lembaga atau instansi daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

F. ANALISIS

Dalam menciptakan kondisi dan keadaan masyarakat yang tentram dan tertib
khususnya dalam menertibkan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Sleman, maka Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan teori otonomi daerah yang menjelaskan
tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri segala urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan dari aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “Otonomi
Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melakukan pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan
terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Sleman, maka Pemerintah Kabupaten Sleman dibantu oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yaitu dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Sleman. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
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Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Untuk membantu Kepala Daerah dalam
mengakkan Peraturan Daerah dan penyelengaraan Kketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja”. Jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tersebut,
maka Satpol PP Kabupaten Sleman berhak untuk langsung terjun ke lapangan
guna untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman guna untuk
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak
Suwandi selaku narasumber Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten
Sleman, beliau mengatakan telah melakukan operasi serta penegakan sekaligus
pembongkaran terhadap menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman guna
untuk ketertiban pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Sleman. Operasi dan pembongkaran menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
Sleman bisa dilakukan pada siang hari dan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali
dalam 1 (satu) tahun yang dimana dalam 1 (satu) bulan dilakukan operasi sebanyak
1 (satu) kali yang biasanya dilakukan pada awal bulan tetapi pelaksanaannya
tergantung pada kondisi, apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait menara
telekomunikasi maka Satpol PP Kabupaten Sleman akan menindak lanjuti laporan

dari masyarakat tersebut.
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Dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi di lapangan
yang turun langsung adalah Satpol PP Kabupaten Sleman Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban yang dibantu oleh Bidang Penegakan Perundang-Undangan, kemudian
Satpol PP Kabupaten Sleman juga dibantu oleh Koordinasi Pengawas dari Polres
Sleman. Adanya bantuan tersebut bertujuan agar Satpol PP Kabupaten Sleman
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak melanggar kode etik Satpol PP
Kabupaten Sleman.

Satpol PP Kabupaten Sleman juga melakukan patroli keliling guna untuk
menertibkan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang diduga telah
melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang berdasarkan laporan dari masyarakat,
namun tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena dalam operasi
atau razia terhadap bangunan menara telekomunikasi yang telah dilakukan Satpol
PP Kabupaten Sleman pernah tidak mendapatkan hasil apapun dikarenakan
informasi yang kurang akurat dan kongkrit dari masyarakat yang melaporkan
adanya bentuk pelanggaran terhadap pembangunan menara telekomunikasi di
wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap
pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, maka Satpol
PP Kabupaten Sleman sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
apa yang menjadi kewajibannya dan sudah efektif serta efisien dalam melakukan
pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan

menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman, hanya saja para oknum-
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oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara
telekomunikasi tersebut yang tidak mempunyai itikad baik untuk mematuhi
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Menara Telekomunikasi dan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengendalian menara
telekomunikasi, sehingga dalam memberikan sanksi administrasi terhadap
seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi
kurang efektif dan efisien. Karena itulah yang menjadi permasalahan yang besar
bagi Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melakukan pengendalian, pengawasan,
dan penegakan terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Sleman guna untuk menertibkan kegiatan pembangunan menara
telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat
Laik Fungsional (SLF) dan juga tidak mempunyai surat rekomendasi, supaya
dalam hal ini kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Sleman dapat berjalan sesuai dengan estika tata ruang kota dan
pembangunan lingkungan sekitar yang tidak menyimpang dari prosedur perizinan
pembangunan menara telekomunikasi dan sesuai dengan titik lokasi atau zona
menara telekomunikasi yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara

Telekomunikasi.
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